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Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat  dalam proses 
pengambilan, pelaksanaan dan evaluasi  berbagai  bentuk kebijakan publik di daerah 
untuk   mewujudkan  pemerintahan yang baik, terbuka, bebas KKN (korupsi, kolusi, dan 
nepotisme) dan berkeadilan. Obyek dari partisipasi masyarakat adalah  segala bentuk 
kebijakan yang dibuat dan diterapkan di daerah. Subyek partisipasi adalah  seluruh 
masyarakat tanpa terkecuali.   tujuan  penelitian ini  adalah untuk mengetahui dan  
menjelaskan: Pelaksanaan program pembangunan Kampung Wasur Distrik  Merauke 
dan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Wasur Distrik  
Merauke. Metode  penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan 
fokus pada Pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pelaksanaan program pembangunan Kampung Wasur Distrik  Merauke dan Partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Wasur Distrik  Merauke juga  
belum  baik sehingga dapat Disimpulkan bahwa pelaksanaan Program  Bantuan 
Pembangunan Kampung  dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi aktif 
masyarakat terutama dalam pengoptimalan sikap kegotongroyongan masyarakat sebagai 
manifestasi dari peningkatan keswadayaan masyarakat kampung. Dengan perpaduan 
pola pendekatan Top Down dan Bottom Up, pemerintah Kabupaten Merauke berupaya 
memerankan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan pembangunan. Perlunya 
program bantuan kampung dalam bentuk stimulan dengan fokus peningkatan 
perekonomian masyarakat kampung dengan tujuan pemerintah dan masyarakat 
kampung dapat memberdayakan dana dimaksud untuk kepentingan peningkatan 
perekonomian warganya yang dikelola dengan sistem perguliran dana. Dari dana 
tersebut diharapkan akan tercipta kemandirian masyarakat dalam menjalankan 
pembangunan kampung. 





Sasaran utama pembangunan kampung adalah mewujudkan 
kampung-kampung atau kelurahan-kelurahan di seluruh wilayah Indonesia 
yang memiliki tingkat perkembangan dengan klasiflkasi kampung 
swasembada yaitu kampung-kampung yang maju dan berkembang, 
dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus 
meningkat. Dengan demikian pembangunan kampung seperti ini jelas 
kurang dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat kampung. 
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Pembangunan yang kurang dirasakan manfaatnya untuk kepentingan 
masyarakat kampung akan menimbulkan jalannya pembangunan yang 
tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian, hal itu harus disadari 
bahwa yang paling berkepentingan dengan pembangunan kampung 
adalah masyarakat kampung itu sendiri. 
Berdasarkan asumsi bahwa masyarakat kampung itu sendirilah 
yang paling berkepentingan dengan pembangunan kampungnya, maka 
sewajarnya juga kalau masyarakat kampung itu sendirilah yang 
merumuskan, melaksanakan, memanfaatkan, dan menilai program 
pembangunan kampungnya.  Pembangunan masyarakat kampung 
merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat kampung 
yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat tersebut 
dalam artian material dan spiritual ( Moeljarto, T., 1977: 9 ). 
Seringkali yang menjadi persoalan ialah bagaimana usaha yang 
perlu dilakukan agar anggota masyarakat kampung bisa memahami dan 
menerima setiap ide pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah 
kampung sehingga mereka rela ikut bersama-sama bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pembangunan kampung tersebut.  Dengan bimbingan, 
penerangan dan pendidikan dapat ditanamkan keyakinan atas kesadaran 
dalam pikiran dan perasaan anggota masyarakat tentang arti pentingnya 
dari pada pembangunan kampung dimaksud. 
Untuk mewujudkan tujuan kampung tersebut sangatlah diperlukan  
suatu koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan kampung itu sendiri.  
Dimana koordinasi diharapkan dapat menyatukan dan mengarahkan 
seluruh potensi kampung dalam gerak yang dinamis untuk mencapai 
tujuan pembangunan.  Oleh karena itu keberhasilan suatu program 
pembangunan sangat ditentukan oleh adanya koordinasi, dimana 
pengertian   koordinasi  menurut Westra (1980) adalah kegiatan untuk 
mengerahkan unit-unit kerja, pekerjaan-pekerjaan dan para personil 
organisasi, semuanya berlangsung dalam suasana yang tertib, tidak 
kacau atau bentrok, tetapi tertuju pada pencapaian tujuan yang telah 
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ditetapkan.  Demikian pula dikemukakan oleh  Sutarto (1980) bahwa 
koordinasi mengandung makna yaitu kesatuan tindakan, penyatuhan 
antara bagian untuk menjamin keseimbangan, keselarasan dan 
sinkronisasi.  
Koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola 
yang teratur dari usaha kelompok di antara para bawahannya dan 
kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama 
(Dalton E. Mc Farcland dalam Sutarto, 2002:142).  Sehubungan dengan 
pendapat tersebut diatas Roger C. Heimer mengatakan bahwa koordinasi 
harus ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar supaya 
pencapaian tujuan yang efektif, koordinasi memungkinkan kesatuan 
usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap karena 
menciptakan kelebihan usaha yang dikoordinasikan para sejumlah usaha 
individu dari pada peserta. Sedankan menurut Martoyo (1987:25) 
mendefenisikan koordinasi sebagai segala tindakan ataupun usaha yang 
sesuai dan mengarah (sinkron dan harmonis) sehingga memungkinkan 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara tetap, efisien dan efektif. 
Menurut Kuswata (1995:34); pembangunan kampung adalah 
pembangunan manusia itu sendiri untuk meningkatkan rasa kesadaran 
dan rasa tanggungjawab melalui perubahan sikap, pandangan hidup, cara 
berpikir dan berbuat dalam pembangunan diri sendiri maupun masyarakat 
lingkungannya. Sebagai suatu proses maka pembangunan kampung itu 
merupakan perubahan dan cara hidup tradisional masyarakat kampung 
menuju cara hidup yang lebih maju, Pembangunan kampung lebih 
ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat, baik yang menyangkut segi-segi sosial maupun segi 
psikologis. Pembangunan kampung meliputi berbagai aspek kehidupan. 
dan penghidupan masyarakat dan terdiri dan berbagai aspek yang saling 
berkaitan dalam rangka memnuhi kebutuhan pokok masyarakat kampung. 
Untuk itu perlu ditambah tata cara yang lebih terpadu baik perercanaan 
maupun pelaksanaannya. Aspek-aspek tersebut meliputi idiologi, poltik, 
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ekonomi, sosial budaya, pertahanan kemananan dan Agama. Sejalan 
uraian di atas, maka Ndraha (1992:83) mengemukakan bahwa 
pembangunan kampung pada dasarnya adalah Pembangunan Nasional 
yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat kampung, 
menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap 
pembangunan dan menciptakan hubungan yang selaras antara 
masyarakat dengan lingkungan. 
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat  dalam 
proses pengambilan, pelaksanaan dan evaluasi  berbagai  bentuk 
kebijakan publik di daerah untuk   mewujudkan  pemerintahan yang baik, 
terbuka, bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan berkeadilan. 
Obyek dari partisipasi masyarakat adalah  segala bentuk kebijakan yang 
dibuat dan diterapkan di daerah. Subyek partisipasi adalah  seluruh 
masyarakat tanpa terkecuali.  Masyarakat yang dimaksud  adalah 
penduduk yang berdomisili di suatu wilayah baik secara  individual, 
maupun secara  organisatoris yang terkena  dampak kebijakan publik 
secara  langsung maupun tidak langsung.  Subyek partisipasi ini bisa  juga 
berasal dari perwakilan dari stakeholder kota dan individu yang ada 
hubungannya dengan kebijakan tekait.  Lobis (1996:64) menyatakan 
bahwa pada dasarnya  partisipasi masyarakat di tingkat daerah 
didasarkan pada : adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, 
masyarakat daerah adalah merupakan bagian dari subyek penentu 
kebijakan daerah, adanya sinergitas  antara masyarakat, legislatif dan 
eksekutif sebagai penentu kebijakan daerah, berangkat dari pemikiran 
untuk mewujudkan kepentingan bersama secara adil di tingkat daerah, 
adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat 
legislatif dan eksekutif, prakarsa  yang berasal dari berbagai  elemen 
masyarakat merupakan hak, legal dan  sama kedudukannya dengan 
inisiatif yang datang dari pemerintah daerah,  
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tujuan  penelitian ini  
adalah untuk mengetahui dan  menjelaskan: Pelaksanaan program 
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pembangunan Kampung Wasur Distrik  Merauke dan Partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Wasur Distrik  
Merauke 
 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Wasur, Distrik Merauke - 
Kabupaten Merauke  selama sebulan yaitu bulan  September  2012.   
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 
Informan 
Adapun Informan dalam penelitian ini adalah  Kepala Kampung, 
Bamuskan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kampung Wasur. 
 
Metode Pengumpulan Data 
Sumber data yang digunakan  adalah data primer yang diperoleh 
dengan observasi dan  wawancara mendalam dari para informan dan 
data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan erat dengan judul 
penelitian ini.  
Analisis Data  
Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data secara eksplanatif yaitu suatu studi kasus yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan yang dikaitkan 
dengan kegiatan-kegiatan operasional yang menuntut pelacakan tertentu 
yang dikondisikan dengan waktu tertentu yang diawali dengan Reduksi 
Data, Penyajian Data, sehingga  proses akhir merupakan penarikan 
kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan. 
Penarikan kesimpulan dari data hasil reduksi dan penyajiannya 
disesuaikan dengan pernyataan penelitian dan tujuan dari penelitian 
tersebut. 
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Gambaran Umum Kampung Wasur 
 Kampung Wasur termasuk salah satu tempat pemukiman lokal 
yang berada di Distrik Merauke yang mulai dibuka pada tahun 1966, yang 
terdiri dari beberapa Dusun. Diantaranya adalah Dusun Mbur, Dusun 
Yambare, Dusun Kumbi, Dusun Mbunggatel Mese, Dusun Yomble, Dusun 
Kombol, Dusun Befak Serei, Dusun Senayam, Dusun Anam Saker, Dusun 
Wanggalem dan merupakan asli warga asli suku Papua. Adapun 
Kampung Wasur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Maro, Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Sungai Ndalir, Sebelah Timur berbatasan dengan 
Sungai Mbeo, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Rimba 
Jaya. Kampung Wasur dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang 
sekarang dipimpin oleh Bapak Pascalis Hz. Kaize, dengan letak balai 
Kampung yang berada di jalan Cendrawasih RT 02 dengan kondisi balai 
kampung cukup baik yang terbuat dari papan.  
Penduduk Kampung Wasur mayoritas asli suku Papua. Data terakhir 
jumlah penduduk Kampung Wasur pada bulan Juni 2012 adalah ± 475 
jiwa, dengan jumlah 132 KK. Untuk mengetahui kondisi penduduk pada 
tiap RT/RW Kampung Wasur dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Kepala keluarga Kampung Wasur 
N0 RT/RW KK 
KETERANGAN 
JML 
L % P % 
1 01-Jan 44 80 16,56 91 18,84 171 
2 02-Jan 66 118 24,43 110 22,77 228 
3 03-Feb 22 42 8,70 42 8,70 84 
  Jumlah 132 240 49,69 243 50,31 483 
 Sumber : Data Primer, Nopember, 2012 
Kegiatan perekonomian penduduk Kampung Wasur tidak menentu, 
ada sebagian yang bergantung pada hasil berkebun ada pula sebagian 
bergantung pada hasil berburu atau mengumpulkan Butas (batu)  yang 
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akan di jual sebagai bahan bangunan. Kondisi tempat tinggal penduduk 
Kampung Wasur cukup baik yang sebagian besar adalah bantuan dari 
pemerintah, namun karena kurangnya perawatan banyak rumah yang 
masuk dalam kriteria kondisi tidak layak huni.  Tingkat pendidikan 
masyarakat Wasur Kampung menurut data dari hasil survei, dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
Tabel 2: Susunan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah   % 
1. Tamat Akademik / PT 13 2,74 
2. Tamat SMU / Sederajat 37 7,79 
3. Tamat SMP / Sederajat 56 11,79 
4. Tamat SD 198 41,68 
5. Tidak Tamat SD 84 17,68 
6. TK / PAUD 29 6,11 
7. Belum Sekolah 58 12,21 
Jumlah 475 100,00 
Sumber : Data Primer, Nopember 2012 
Untuk mengetahui susunan struktur organisasi Wasur Kampung 
dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 
Gambar 1 :    Bagan Struktur Organisasi Kampung Wasur 
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Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pelaksanaan 
program pembangunan Kampung Wasur Distrik  Merauke dan Partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Wasur Distrik  
Merauke, maka selanjutnya dibahas dalam pembahasan ini. 
Tahap yang sangat menentukan adalah pelaksanaan kegiatan 
program Bantuan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Dimana setelah rencana program mendapat pengesahanan 
dari Kepala Distrik yang selanjutnya disetujui oleh Pihak Kabupaten 
Merauke, maka tahap pelaksanaan sudah dapat dilakukan. Tahap ini 
sebagai penentu berhasil tidaknya kegiatan program, sesuai dengan 
maksud dan tujuan diadakannya program dimaksud. Sebab sebagus 
apapun perencanaan kegiatan yang dibuat, bila dalam tahap pelaksanaan 
tidak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 
maka yang terjadi adalah sebuah kesia-siaan kalau tidak boleh dikatakan 
sebuah pemubaziran anggaran, sehingga tahap ini adalah merupakan 
tahap yang sangat kritis dalam rangkaian kebijakan. Banyaknya 
kepentingan yang bermain didalamnya dan adanya pihak-pihak yang 
berusaha mencari keuntungan secara pribadi sering terjadi pada tahap ini.  
Adapun pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Kampung 
dan Pemberdayaan  Masyarakat di Kampung Wasur pada tahap 
pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut  : 
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tahapan ini, yakni terlibatnya dan 
tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan, karena 
pembangunan itu sendiri diharapkan memiliki dampak untuk perbaikan dan 
perluasan partisipasi dari masyarakat. Dalam implementasi program Dana 
Bantuan Kampung dan Pemberdayaan  Masyarakat di Kampung Wasur, kegiatan 
program ini sangat ditentukan oleh pencairan dana, dalam hal ini pencairannya 
dilaksanakan sebanyak dua tahapan, masing-masing tahapan diberikan sebesar 
50 % dari pagu dana yang telah ditetapkan. 
 
Dalam hal pelaksanaan, LPM telah membuat perencanaan waktu 
berupa skedul, sehingga dapat dilihat skala prioritas, kegiatan mana yang 
harus dilakukan lebih dahulu, dengan mempertimbangkan waktu dan 
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musim. Perbaikan jalan pertanian dan pembersihan saluran air pertanian, 
diprioritaskan lebih dahulu, karena bertepatan dengan akan tibanya 
musim hujan, sedangkan untuk rehab Kantor Kampung dan pagar Kantor 
Kampung dapat dilakukan terkemudian. 
Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat relatif banyak terlihat aktif 
dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya baik pada tahap 
perencanaan maupun penentuan usulan kegiatan. Ini dikarenakan seluruh 
pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem gotong royong, kecuali 
terhadap hal-hal yang teknis, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-
perorang. Misalnya dalam hal pembuatan pagar Balai Kampung, 
pengecatan Balai Kampung dan pembuatan gorong-gorong, dibutuhkan 
tukang ahli yang bisa menangani masalah tersebut, namun demikian juga 
didukung dengan bantuan-bantuan spontanitas warga masyarakat. 
Sebagaimana tahap perencanaan dengan menitik beratkan musyawarah 
pada tingkat RT, maka dalam pelaksanaan kegiatanpun terdapat 
beberapa kegiatan yang dilakukan pada tingkat RT, berdasarkan rencana 
yang diusulkan per RT tersebut, untuk itu, ketua RT mengajak warganya 
melaksanakan gotong royong. Kebijakan ini dilakukan agar mereka yang 
melakukan perbaikan, sekaligus mereka yang akan memakai sarana 
dimaksud, sehingga diharapkan terjadinya maksimalisasi dalam 
pekerjaan. Menanggapi tentang hal ini, Kepala Kampung mengemukakan 
: 
Jadi, memang sistem yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah 
sistem per RT, mulai perencanaan dahulu, gunanya mudah-mudahan karena 
sarana yang direhab itu berada dalam wilayah mereka, sekaligus juga mereka 
yang akan menggunakan setelah sarana itu diperbaiki, maka diharapkan agar 
pembangunannya dapat dilakukan dengan baik, semakin baik mutu pekerjaan, 
maka akan semakin lama sarana tersebut dapat dipergunakan, dan sekaligus 
semakin lama pula sarana itu dapat menunjang kegiatan pertanian masyarakat 
setempat. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2012). 
 
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah 
partisipasi secara langsung dengan mengarahkan tenaga dan fikiran 
mereka, terutama dalam hal pekerjaan proyek yang dilaksanakan secara 
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gotong royong. Sedangkan dana yang ada adalah untuk keperluan 
pemberian jatah makan dan snack masyarakat yang bergotong royong 
serta pembelian peralatan-peralatan pendukung, seperti perbaikan jalan 
persawahan yang membutuhkan batu kerikil dan pasir, perbaikan gorong-
gorong dengan membeli barang jadi serta pengecatan balai Kampung dan 
perbaikan pagar Balai Kampung yang memerlukan bahan baku berupa cat 
dan kayu. 
Dari hasil penelitian didapatkan informasi-informasi yang digali dari 
beberapa informan, bahwa partisipasi yang tersalur dalam tahap 
pelaksanaan program  Bantuan Pembangunan Kampung dan 
Pemberdayaan  Masyarakat di Kampung Wasur yang dominan adalah  
masyarakat berupa pengerahan tenaga secara sukarela dan dimobilisasi 
secara umum.  
Dari temuan dan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya dapat 
disimpulkan bahwa kesiapsediaan masyarakat untuk berpartisipasi sangat 
tergantung pada terakomudir tidaknya kepentingan-kepentingan dan 
aspirasi mereka dalam sebuah perencanaan pembangunan. Dari hasil 
wawancara tersebut juga bisa digaris bawahi bahwa partisipasi 
masyarakat pada tahap pelaksanaan ini, dapat dikategorikan dalam 
beberapa bentuk, yakni : 
Tenaga Kerja,  Dalam pelaksanaan proyek, masyarakat senantiasa 
siap untuk berpartisipasi dalam bentuk gotong royong, walaupun tanpa 
upah tertentu namun hanya sekedar mendapatkan jatah konsumsi berupa 
makan siang dan snack. Walaupun dalam hal pekerjaan khusus yang 
pertu teknis-teknis tertentu masih memerlukan tenaga ahli dengan sistem 
upah. 
Material,  Pada saat pelaksananan gotong royong, seluruh 
masyarakat dilibatkan tanpa mengecualikan profesi dan golongan, semua 
diharapkan turun ikut membantu pelaksanaan. Bagi para petani, kegiatan 
gotong royong tersebut adalah sebagai sumbangsih yang pada akhirnya 
justeru akan menguntungkan mereka, namun bagi masyarakat yang 
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memiliki profesi lain, mereka harus meninggalkan tugasnya demi ikut serta 
dalam pelaksanaan gotong royong. Profesi sebagian masyarakat tersebut 
adalah buruh, tukang harian dan tani dan berburu, yang mereka semua 
secara langsung tidak mendapatkan keuntungan bagi kegiatan gotong 
royong dimaksud, namun dengan suka rela memberikan waktunya, yang 
sebenarnya adalah memiliki makna materi bagi mereka. 
Pemeliharaan,  Berdasarkan hasil kesepakatan seluruh masyarakat 
Kampung, bahwa untuk kelestarian sarana yang telah dibangun dan 
direhabilitasi, maka masyarakat siap untuk melakukan pemeliharaan 
terhadap sarana dimaksud dengan sistem  murni, terutama  masyarakat 
sekitar yang menikmati sarana. 
 
SIMPULAN  
Berdasarkan hasil pembahasan yang bersumber dari data-data 
penelitian tentang Program  Bantuan Pembangunan Wasur Distrik 
Merauke, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program  Bantuan 
Pembangunan Kampung  dalam rangka menumbuhkembangkan 
partisipasi aktif masyarakat terutama dalam pengoptimalan sikap 
kegotongroyongan masyarakat sebagai manifestasi dari peningkatan 
keswadayaan masyarakat kampung. Dengan perpaduan pola pendekatan 
Top Down dan Bottom Up, pemerintah Kabupaten Merauke berupaya 
memerankan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan pembangunan. 
Perlunya program bantuan kampung dalam bentuk stimulan dengan 
fokus peningkatan perekonomian masyarakat kampung dengan tujuan 
pemerintah dan masyarakat kampung dapat memberdayakan dana 
dimaksud untuk kepentingan peningkatan perekonomian warganya yang 
dikelola dengan sistem perguliran dana. Dari dana tersebut diharapkan 
akan tercipta kemandirian masyarakat dalam menjalankan pembangunan 
kampung. Perlu adanya sistem evaluasi yang mantap dan pengawasan 
yang ketat terhadap jalannya kegiatan dan penggunaan keuangan 
program ini, sehingga pengeluaran yang tidak tepat sasaran akan 
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terhindarkan, disamping pelaksanaan dan sistem operasionalnya dapat 
terkontrol dan sesuai dengan tujuan kegitan 
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